BAB 2

SEKILAS HARIAN KOMPAS DAN RIWAYAT RUUK-DIY

2.1. Riwayat Koran di Indonesia

Media massa adalah pembebas manusia, pembebas dari keterasingan
kehidupan dan dari kesempitan pikiran lewat pertukaran gagasan, pendapat dan

informasi. Melalui pertukaran injgmmedia massa ikut menyumbang pada

pemahaman dan toleransi antgg#anusia. aag sejak mula bahwa media massa

su‘&s iawgers Masa Depan Kompas 28

menjadi”’rebutan” (Atmg

TRANS /

yang beredar di Indonesia diambil alih secara pelan-pelan. Beberapa surat kabar

Courant dan Makassa M
ahan

disatukan dengan alasan penghematan namun yang sebenarnya adalah agar
pemerintah Jepang memperketat pengawasan terhadap isi surat kabar. Kantor
Berita Antara diambil alih dan diubah menjadi kantor berita Yashima dengan
berpusat di Domei, Jepang. Konten surat kabar dimanfaatkan sebagai alat
propaganda untuk memuji-muji pemerintahan Jepang. Wartawan Indonesia saat
itu bekerja sebagai pegawai sedang yang mempunyai kedudukan tinggi adalah
orang-orang yang sengaja didatangkan dari Jepang.
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Pada saat itu pemerintah Jepang menggunakan surat kabar sebagai alat
propaganda pencitraan pemerintah, Indonesia pun melakukan hal yang sama
untuk melakukan perlawanan dalam hal sabotase komunikasi. Edi Soeradi
melakukan propaganda agar rakyat berdatangan pada Rapat Raksasa lkada pada
tanggal 19 September 1945 untuk mendengarkan pidato Bung Karno. Dalam
perjalanannya, Berita Indonesia (Bl) berulang kali mengalami pembredelan di
mana selama pembredelan tersebut para pegawai kemudian ditampung oleh surat
kabar Merdeka yang didirikan olen B.M. Diah. Surat kabar perjuangan lainnya

adalah Harian Rakyat dengan pe' Mg, redaksi Samsudin Sutan Makmur dan

Rinto Alwi dimana surat k J jlkan “pojok” dan “Bang Golok”
sebagai artikel. Surat fada masa ini adalah Soeara
Indonesia, Pedoma ra Merdeka (Semaeang),
Kedaulatan Raky, an Oetoesan Soematra
(Padang)

Setelah 959 oleh presiden
Soekarno, terd@pat laragg uk pers. Persyaratan
untuk mendapdg Surat | etat yang kemudian
situasi ini di donegla untuk melakukan
slowdown atau a hal pegawal surat kabar
Karyawan pada badign setting melcge a yang membuat banyak
kolom surat kabar ti§ak if E Meﬂenn ﬁ&w tu cetak (deadline). Pada
akhirnya kolom terseb impa surat kabar Soerabaja

Pos dan Harian Pedoman di Jakarta. Pada periode ini banyak terjadi kasus antara
surat kabar pro PKI dan anti PKI.

Di masa Orde Baru, surat kabar yang dipaksa untuk berafiliasi kembali
mendapatkan pribadi awalnya, seperti Kedaulatan Rakyat yang pada zaman orde
lama harus berganti menjadi Dwikora. Hal ini juga terjadi pada Pikiran Rakyat di
Bandung. Bahkan pers kampus pun mulai aktif kembali. Namun dibalik itu
semua, pengawasan dan pengekangan pada pers terutama dalam hal konten tetap
diberlakukan. Pemberitaan yang dianggap merugikan pemerintah harus dibredel
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dan dihukum dengan dilakukan pencabutan SIUP seperti yang terjadi pada Sinar
Harapan, tabloid Monitor dan Detik serta majalah Tempo dan Editor. Pers lagi-
lagi dibayangi dalam kekuasaan pemerintah yang cenderung memborgol
kebebasan pers dalam membuat berita serta menghilangkan fungsi pers sebagai

kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Pembredelan pun marak pada periode

ini.
2.2. Harian Kompas

Kompas lahir di tanah nya bernama Intisari, apabila Kita
membicarakan dari Kelompok Kompas
Gramedia atau dising 7 Agustus 1963, Intisari
lahir dalam nuangp § i pesia yang ke-18. Pada
awal terbit mag 3 Presiden Soekarno
memberikan d dikikan koran sebagai
langkah untuk heberapa wartawan
katolik direkrufuntuk ri Soek@rno. Dari pertemuan
itulah terbentulg peng asan Bentara Rakyat
inilah lahir Ko . Ny al), Politi omi dan infrastruktur
yang kurang me ~ Ojorig acob Oeg@ma mulai membangun
perusahaan dengan rangParu sebagal corong Partai
Katolik. Namun kondi Kondusiff membuat pekerjaan tersebut

menjadi tidak mudah dan re oran Ini dinamal Bentara Rakyat.
Meskipun beratnya syarat yang harus dipenuhi sebuah surat kabar yang akan
terbit pada waktu itu, dengan adanya aturan pengumpulan tanda tangan pelanggan
sebanyak 5.000 orang, tidak menyurutkan semangat para pengurus, termasuk di

dalamnya Frans Seda.

Pada tanggal 28 Juni 1965 di Jakarta Kompas terbit untuk yang pertama kali
dengan tiras 4800 eksemplar. Dalam kondisi nasional yang kurang kondusif
tersebut pada akhirnya Kompas mampu memenuhi syarat-syarat yang lumayan
berat untuk di penuhi. Dengan dukungan yang diberikan oleh Jendral A. Yani
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sebagai bentuk harapan untuk mengeliminir kekuatan komunis pada saat itu
sehingga muncul semacam kekuatan jurnalistik untuk beroposisi dengan komunis,
selain itu juga mengingat pada saat itu banyak koran yang mengalami
pembredelan dikarenakan dinilai kurang revolusioner. Kompas sendiri menemui
banyak cemoohan dari media massa yang condong pada komunis dalam usia yang
sangat belia saat itu. Meskipun demikian, sesuai dengan tujuan sejak awal
pendiriannya yaitu untuk menyelamatkan dari penyimpangan opini dan hasutan-
hasutan masa komunis serta demi tegaknya orde baru.

Pertama kali terbit Kompg ari empat halaman, dengan tampilan
berita baik dari dalam neg geri, yang antara lain mengenai
tertundanya Konferen peri judul © KAA 11 Ditunda
Empat Bulan °. Sgj8 afm, Kompas muncul Pojok
Kompas di kana bm ari 'k@a mulal hari ini dengan
Mang Usil ’. — i pada pojok kiri atas

Tajuk ren 2y sk dar i dlum dimunculkan oleh

disebut sebagai tajulgya Kampas. H¥aman duaedi Ikan beberapa berita dari
luar maupun dari dal iMIAaB “Jag

olah raga masih mendapaitkapersimyaii
empat. Tampilan pada usia yang masih muda masih memerlukan banyak
perbaikan dalam segi penulisan dan penyajian berita. Seperti halnya pada gambar
yang kurang jelas atau aksesoris yang masih kurang untuk menambah tampilan
dari Kompas.

Pemerintahan sangat memberikan warna dalam dinamika pers, dalam masa
demokrasi Terpimpin, pemerintah saat itu memberlakukan peraturan menyangkut
kehidupan pemberlakuan peraturan yang menyangkut kehidupan pers di
Indonesia melalui Peraturan Presiden no. 6 tahun 1964 yang menetapkan bahwa
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setiap surat kabar berafiliasi dengan partai politik yang ada. Kompas sendiri pada
saat itu bergabung dengan Partai Katolik Indonesia (Parkindo). Kompas kembali
menjadi media cetak yang independen serta bersifat umum. Kembalinya Kompas
menjadi surat kabar yang independen didasarkan pada keyakinan para perintisnya
sejak semula, yaitu bahwa visi kemasyarakatan koran harus terbuka. Visi dan
sikap itu selain sesuai dengan keyakinan para perintisnya, juga dianggap sesuai
dengan fungsi pers Indonesia, yaitu ikut mengembangkan sikap saling pengertian
dalam masyarakat yang majemuk. Dengan keterbukaan itulah memungkinkan

Kompas berkembang lebih cepat.

Dalam perkembang bulan usianya, Kompas sudah
dilarang terbit bersam patnya pada Oktober 1965.
Larangan terbit i al G 30 S PKI yang
menewaskan en asuk Letjen Achmad
Yani yang mengg nya harian Angkatan
Bersenjata, Wzinkan terbit oleh
Pelaksana Pen( mochenarnyd Kompas boleh saja
tetap terbit, m i | Ty beritarlya berpihak ada Orde

Baru, apalagi

revolusioner....”. TetoRi j alam dan kekalutan sedang
menimpa Jakarta, suli I kej alasan terbit dengan situasi

semacam ini.

Setelah suasana tenang, tanggal 6 Oktober Kompas dan beberapa koran
diperbolehkan terbit kembali. Namun, Kompas baru terbit kembali pada 6
November 1965 dengan partner percetakan PT. Kinta, salah satu percetakan
terbaik pada waktu itu. Pindahnya Kompas ke partner baru, yaitu PT. Kinta
dikarenakan Pepelrada tetap melarang terbit kepada beberapa media, yang salah
satunya berpartner dengan PT. Kinta. Melihat peluang ini, Kompas segera
bergabung dengan PT. Kinta. Dengan partner barunya, bukan saja wajah Kompas
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yang semakin cantik tetapi tirasnya juga meningkat menjadi 23.268 eksemplar.
Peningkatan ini, tentu saja bukan karena cantiknya tampilan Kompas tapi juga
didorong oleh kevakuman informasi sebagai akibat larangan terbit beberapa surat
kabar. Sehingga ketika larangan itu dicabut, munculnya surat kabar menjadi

sarana untuk mendapatkan informasi yang paling penting di samping radio.

Usaha peningkatan mutu cetakan terus dilakukan. Belum genap satu tahun
Kompas dicetak PT. Kinta, Kompas sudah berpindah-pindah cetakan. Setelah PT.
Kinta, Kompas pindah ke percetakan Abadi dan pada 2 Agustus 1966, Kompas

publik dari tiga § o@ -
setiap Minggu epa 5 ] _ ’ rﬂir iklan tersebut dapat
memantau Sil§ 5 oy 16 Gl sﬁnar a (valid). Untuk

sangat bergantung pada percetaka ara Kompas selaiu berpindah-pindah
percetakan, sehingga banyak kendala yang menghalangi perkembangannya. Untuk
itu, Kompas berobsesi untuk memiliki percetakan sendiri demi kemajuan Kompas
Obsesi tersebut terwujud pada pertengahan tahun 1972 dengan lahirnya
percetakan Gramedia. Secara bertahap, dengan adanya percetakan sendiri, seluruh
kegiatan keredaksionalan Kompas mulai disatukan di Kompleks Palmerah,
Jakarta Barat. Meskipun demikian kegiatan administrasinya masih berlangsung di

gedung Perintis, Jakarta Barat.
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Dengan adanya percetakan milik sendiri, Kompas mengalami peningkatan
oplah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa Kompas semakin dipercaya oleh
masyarakat Indonesia. Dari sisi pemberitaan pun, Kompas dinilai cukup Kritis.
Kekritisan ini pun berbuah peringatan keras dari pemerintah pada tahun 1978, dan
Kompas dilarang untuk terbit dua Minggu. Larangan terbit dari pemerintah ini
muncul karena ada pemberitaan tentang maraknya demonstrasi mahasiswa di
berbagai kota yang dinilai oleh pemerintah sebagai pemberitaan yang tidak
proporsional dan tidak bertanggung jawab. Setelah diperbolehkan terbit kembali,

Kompas mulai terbit 7 kali dala gou, dengan Kompas edisi Minggu yang

tetapi PT. Kompag Antara = Pei i pi dikarenakan terbitnya
Undang-undang dls fe 0 afikeieftuan Surat 1zin Usaha

Penerbitan Pers Lol i itgers berbadan hukum.

jenis usaha JE 'S, prian  buku, pasar swalayan,

percetakan, per

Khusus di bifg ,

tabloid olahraga Bo¥g m&ergﬁu
majalah remaja Hai, talfjoid w ,

majalah hiburan Senang, tablioio

Kﬁ ajalah anak-anak Bobo,
[01d higuran Citra, Bintang, Monitor,
an dan eksekutif Senior, tabioid ekonomi

dan bisnis Kontan, serta suplemen Kompas untuk kaum muda dan wanita, yaitu
Aktual Muda dan Swara.

Khusus tabloid hiburan Monitor, majalah Senang dan majalah Jakarta
Jakarta sudah tidak terbit. Tabloid Monitor tidak terbit karena kasus angket tokoh
idola yang dilakukan tabloid ini yang mengundang protes keras dari umat Islam
pada tahun 1990. Dalam angket tersebut menempatkan Nabi Muhammad di
bawah beberapa tokoh terkenal lainnya seperti Soeharto dan KH Zainuddin MZ.
Sedangkan majalah Senang membekukan diri karena dirasa telah
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mengilustrasikan gambar Nabi Muhammad pada salah satu rubrik konsultasi
mimpi. Sedang majalah Jakarta tidak terbit karena alasan ekonomi.

Di samping mengembangkan beberapa media tersebut, Kompas juga
melebarkan sayap ke daerah-daerah. Media yang dikembangkan Kompas di
daerah antara lain Harian Sriwijaya Pos, Serambi Indonesia di Aceh, Harian Surya
di Surabaya, dan Harian Bernas di Yogyakarta. Kompas juga telah merambah
dalam media audio visual dengan mendirikan stasiun televisi dengan nama TV7.
Selain itu pula seiring dengan maraknya pengembangan internet di Indonesia, di

mana banyak media-media bg(hasiskan internet, Kompas juga

Banyaknya maka isu-isu konglomerasi
pers pun muncu ; i, engenal pengaburan
idealisme dan 1S 18 / AP K it ﬂse t ditanggapi Jakob
Oetama selak@pi 1 Dat ok d rﬁuba pun komitmen serta

diharapkan Kompa amﬁj menjag¥ konsistepsi terjg@dap visi serta kebijakan
t

redaksionalnya denga flM]&]BtlA} eMlagep kelompok yang mapan,

mencerdaskan kehidup

2.2.1. Visi, Misi dan Kebijakan Redaksional

Visi merupakan jalan menuju sasaran yang hendak dicapai dalam sebuah
manajemen organisasi. Dalam dunia media massa visi atau pandangan pokok
media akan diimplementasikan menjadi Kebijakan redaksional yang merupakan
kerangka acuan dalam menyeleksi dan mengolah fakta sehingga terjadi sebuah

berita. Dari visi ini biasanya menghasilkan penyajian berita dengan sudut
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pandang yang berbeda-beda setiap media. Visi atau pandangan pokok atau
seuntai nilai dasar itu sekaligus diperkaya dan diaktualkan oleh para wartawan
sekaligus diperkaya dan diaktualkan oleh para wartawan melalui pekerjaan dan
karyanya, melalui pergulatan dengan realitas, serta pemikiran yang mereka olah
menjadi bahan berita, laporan, maupun komentar.

Visi Kompas adalah berpartisipasi dalam membangun Masyarakat Indonesia
Baru, yaitu masyarakat dengan kemanusiaan yang transendental, persatuan dalam
perbedaan, menghormati individu dan masyarakat yang adil dan makmur. Faktor

menghibur kauy pa

Kompas akan hal-
hal kemanusi¥gn, an ]

wrrani Rakyat” yang
selalu ditulisk menunjukkan bahwa
Kompas berkdgnitmen hati n@grani rakyat. Jargon
manusia dan dirarapkan akan selalu
memberikan war pemberitaan, laporan

nya.

A

dengan Kompas ’. Slogan tersebut merupakan ajakan kepada masyarakat untuk

-akhir —ini Kompas

maupun  komentd tar
mensosialisasikan slogd

dapat lebih peka terh#0ap

kepada masyarakat untuk
ersebut adalah ‘Buka Mata

melihat masyarakat maupun realitas sosial secara lebih peka.

Berbicara tentang manusia dan kemanusiaan dalam konteks kebudayaan,
sering dikonotasikan pada humanisme sekuler dalam sejarah perkembangan
Eropa. Konotasi itu membuat orang cemas, bahwa humanisme tersebut belum
tentu sesuai dengan nilai-nilai di Indonesia. Manusia dan kemanusiaan yang
menjadi semangat dalam visi Kompas berpegang pada Pancasila yang
mengandung prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan, keadilan
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sosial dan dimensi religiulitas. Dengan demikian Kompas diharapkan senantiasa
peka terhadap realitas sosial, memberikan perhatian dan saling mengingatkan
bahwa prinsip bangsa ini adalah mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya.

Dengan berkomitmen membangun Masyarakat Indonesia Baru dan titik
sentral pada manusia dan kemanusiaan, Kompas dalam pemberitaannya,
membawakan nilai-nilai demokrasi, kemanusiaan dan hak asasi manusia. Apalagi
di era reformasi ini, wacana demokrasi, kebebasan pers dan hak asasi manusia

menjadi hal yang utama.

Dalam suasana kebebasgg®ers ini, raggpas dituntut untuk menyampaikan

Dengan mjfi K o q @nntaan dan ulasannya
akan berusaha jak pembaca untuk
berpikir cerd Kompas tidak
menggiring int@rpelasi baca.fPembaca dibebaskan
untuk menafsirfgan sesyg e masifig-masing. Untuk itu
pembaca akan té adapi suatu berita,. Di

2.2.2. Kebijakan Redaksional

Visi dan misi yang telah ada dan jelas harus didukung pula. Kebijakan
redaksional yang berfungsi sebagai petunjuk teknis dan operasional dari visi dan
misi. Kebijakan redaksional ini juga berfungsi sebagai pedoman dan ukuran
dalam menentukan kejadian macam apa yang patut diangkat serta dipilih oleh

surat kabar untuk menjadi bahan berita maupun bahan komentar.
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Kebijakan redaksi Kompas harus sesuai dengan visi dan misi yang
menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan. Kompas sering menjadi
kekuatan kontrol dalam masyarakat. Tak heran jika Kompas sering mengingatkan
pada bagian masyarakat yang mengalami kemajuan, bahwa masih ada yang
tertinggal. Suatu ungkapan jurnalistik yang sering digunakan Kompas dalam
pemberitaannya adalah : “liput dua belah pihak, dengarkan pihak lain, jangan-
jangan masih ada kemungkinan yang lain”. Dengan ungkapan itu, pemberitaan
yang dimuat tetap menjunjung tinggi demokrasi, kemanusiaan, dan asas praduga

tak bersalah.

Secara konkret, kebjf# 1pas dapat dijabarkan sebagali
berikut :
1) ' IME Cidley/ NG | k pada satu golongan,
2)  Tidg aakah me it - dpoenai hal-hal yang
3)  Tid: ' A0 i W ialanve encari keuntungan
4) m check and reci
5) i i Zm saty gﬂ(&gﬂ dfompok atau pihak-pihak
tertentu dalg FABJ s s peffiberitaan

6) Menghargai hal-hal yang bersifat off the record

7)  Menghormati hak jawab, baik dalam bentuk berita maupun surat

pembaca
8)  Kompas tidak akan memuat hal-hal yang berbau SARA

Kompas tidak membuat kebijakan persentase volume atau isi yang akan
dimuat baik politik, ekonomi dan berita lain. Dengan kata lain, mana yang aktual

dan bermanfaat bagi pembaca itulah yang dimuat.
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Untuk kegiatan redaksional secara garis besarnya meliputi persiapan,
perencanaan, penugasan, peliputan, pematangan, penulisan, penyuntingan,
pemuatan dan percetakan. Khusus untuk rubrik opini yang merupakan tulisan dari
para intelektual, seleksi langsung dilakukan oleh pimpinan redaksi dan akan
sedikit mengalami perubahan mengingat sifatnya yang merupakan suatu pendapat.
Sedangkan untuk tulisan-tulisan lain ditangani oleh redaksi masing-masing
dengan syarat yaitu tidak terlalu ilmiah, sedikit populer dan sesuai dengan tingkat

pengetahuan masyarakat.

Kompas mem g tidak menganut adanya
persentase dan vQ n¥gejak tahun 1995, telah
terjadi perubah ta letak halaman dan
penambahan hgfa t@a ya. Penambahan ini

informasi untuk dilefgkkan Fmehﬁzgv r@rﬁnen' di jelas. Dengan kata lain
pola peliputan juga mergentukan atan gatu berita dan peletakannya.

Layaknya surat kabar pada umumnya, Kompas menyajikan headline di
halaman muka, satu foto visualisasi headline maupun foto lepas dan satu headline
di halaman dalam. Penentuan isu atau topik sebagai headline dengan angle
tertentu dibahas secara demokratis dalam rapat redaksi. Penentuan headline juga
mempertimbangkan bobot layak berita tersebut. Selain headline, halaman muka
berisi berita-berita penting yang bersifat umum. Sedangkan halaman dalam
menyajikan berita-berita tertentu menurut sifat dan informasinya dalam ulasan
yang mendalam. Biasanya halaman dalam sudah dibagi dalam beberapa kategori
berita, seperti berita olahraga, ekonomi, hiburan, opini, berita daerah dan lain
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sebagainya. Pembagian ini akan lebih memudahkan bagi pembaca untuk mencari

informasi yang diinginkan.

Kompas juga mempunyai edisi Minggu. Secara fisik perbedaannya dengan
edisi lain adalah edisi Minggu menyajikan lebih banyak foto-foto berwarna.
Isinya pun berbeda, edisi Minggu biasanya menyajikan informasi yang sifatnya
ringan dan penuh dengan artikel-artikel, hiburan, musik, film, profil dan

sebagainya.

Terkadang pola peliputan sewalgdu-waktu dapat berubah jika ada suatu event

yang memang membuat redg memantagg perlu untuk menyajikan secara

khusus dengan porsi y. iklan satu halaman penuh.
Biasanya hal ini terj dot perhatian masyarakat,
seperti Piala Duni ya. Bahkan pada event

Tiras Komp i AKeNarl derusgaerioalami gpeningkatan. Jika pada
penerbitan pertama¥y Kompas diceto® 4.800 eksemp

oplah Kompas sudafym pMSkB.&A-e‘ke%pl

tertahan pada angka 458

, maka pada 1995 saja,

. Dan kini oplah Kompas
Uk lebih jelas perkembangan

tiras Kompas dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 2.1 Perkembangan Tiras Kompas

No. Tahun Oplah
1. 1965 13.267
2. 1970 77.316
3. 1975 203.925
4, 1980 317.495
5. 1985 467.364

520.328

adanya sistem [€etak jarakerauims Fgu) slgompas’ dilakukan dengan perjalanan

Lampung. Sedarfgkan dad A acerahiEinfa . i pjan menggunakan jasa
angkutan kargo. e

qOmMpas juga ™ 0

 FEAFARANY

I. Untuk itu, Kompas

menempatkan agenn Pintai Barat.

2.2.5. Profil Pembaca Kompas

Dalam menentukan isi, gaya bahasa dan kemasan surat kabar perlu adanya
penjajakan terhadap segmen pembacanya. Kompas telah melakukan kerja sama
dengan lembaga riset independen untuk mengetahui siapa pembacanya, dari
kalangan apa maupun tingkat pendidikannya.

Survei yang dilakukan, baik oleh lembaga Litbang Kompas maupun
lembaga Independen menghasilkan data sebagai berikut :
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Tabel 2.2

Persentase Tingkat Pendidikan Pembaca Kompas

No. | Tingkat Pendidikan Pembaca | Persentase (%)
1. Lulus SD 0,7
2. Lulus SLTP 2,49
3. Lulus SMU 24,95
4, Akademi/D1/D2 10,52

46,77 %

2. 13,02 %
3. 13,02 %
4. Jawa Tengah & Yogyakarta 6,67 %
5. Jawa Timur 2,04%
6. Sumatra 8,81 %
7. Kalimantan 2,16 %
8. Indonesia Timur 4,23 %

Sumber : AC Nielsen Media Index, 1999
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2.2.6. Riwayat Halaman Opini

Salah satu ciri dan kebanggaan harian Kompas adalah kolom Opini yang
kini berada di halaman VI, sebelumnya cukup lama berada pada halaman IV
Harian Umum Kompas yang berisi artikel, surat pembaca serta tajuk rencana yang
juga disebut sebagai halaman opini sekedar untuk membedakan dengan halaman
lain yang berisi berita. Kaum intelektual dari siswa, mahasiswa, dosen sampai
dengan guru besar universitas menjadikan halaman VI Kompas sebagai sumber
informasi ilmiah dan memberikan pencerahan intelektual. Karena di halaman ini

sering digunakan sebagai laporgg®asil Magelitian di mana terdapat artikel yang

Kompas L masyarakat, fasp’rasi persoalan masyarakat
diberi saluran untu aling dikgy sertgfdiuji. Khalayak pembaca
diajak belajar menghd &n pangkan perbedaan sebagai

rakyat dengan banyaknya
artikel yang meninjau persoalan masyarakat dari berbagai sudut pandang dan latar
belakang,

Tidak mudah bagi penulis artikel untuk berkontribusi pada halaman opini
meskipun begitu banyak permasalahan yang bisa diangkat. Karena menyangkut
gagasan baru yang belum ditulis sebelumnya, persoalannya masih aktual, di
samping penulisnya juga harus memiliki kompetensi terhadap tulisan yang
dihasilkan. Permasalahan yang diangkat dalam halaman VI ini tiada batas. Bukan
saja permasalahan kemasyarakatan yang meliputi segi ekonomi, politik, sosial,
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budaya, filsafat, tetapi juga masalah-masalah teknis. Namun karena media-media
kejuruan sekarang banyak bermunculan, Kompas membatasi pada tulisan-tulisan
masalah kemasyarakatan yang mempunyai dimensi politik, sosial, ekonomi,
filsafat dan budaya. Sedangkan artikel mengenai aspek teknis dikurangi atau
ditiadakan.

Pada awalnya redaksi dan staf halaman VI Kompas biasanya bersikap pasif,
artinya hanya menunggu artikel masuk. Saat ini menurut Jakob Oetama, sikap
tersebut diubah menjadi aktif. Redaksi halaman VI sudah tidak menunggu

datangnya artikel, tapi mencari g olumnis untuk menulis artikel untuk
suatu masalah yang sedang Ofgntasi redaksi halaman VI sama
seperti sikap wartawg W, peka, lincah, gelisah dan
reflektif. Redaksi %ita dan fenomena yang
sedang aktual kg r@(a gtau artikel. Untuk itu

Kompas s§bagai  SHaMWN SIS a8 ae, | mempunyail  susunan

nan organisa 2 perusahaan ghaupun data redaksinya

utﬁfxﬂaﬂsﬂuke“t%n vang saling berhubungan satu

Baa_nama  yang mengud berbagal jabatan dalam

organisasi, baik s

yang kesemuanya ter

sama lain. Berikut

perusahaan.
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Tabel 2.4. Pemegang Harian Umum Kompas

No Jabatan Nama Penjabat
1 Pemimpin Umum Jakob Oetama
2 Wakil Pemimpin Umum Agung Adiprasetyo, St. Sularto
3 Pemlmpln Redaksi/ Penanggung Rikard Bagun
jawab
4 Wapimred Trias Kuncahyono, Taufik H. Mihardja
5 Redaktur Senior Ninok Leksono
6 Redaktur Pelaksana Budiman Tanuredjo
7 Wakil Redpel Andi Suruji, James Luhulima
8 Sekretaris Redaksi
9 amat, Oemar Samsuri
ndrawan SM, Totok
go Ryadi, JB Kristanto,
s Pourwanto, Tony D.
S Harianto, Bre Redana,
Fiisia M, Budiarto
Ratna M, Agus Hermawan,
I, Irving R. Noor,
ulayadi, Agnes
h i, Simon Saragih,
10 WF Redaksi gl YRARTadi, Budimdh Tanuredjo, Banu
ndi Suruji, Kenedi
arkus Duan Allo,
an, Reirfifart Simanjuntak, M. S.
pndTowWg@mo, AM [@ewabrata, M Sjafei
enbaleri, Dudy J#dibyo, TD Asmadi, J.
//f/"” aruli Tobililg, , HD Pristiwanto,
L uis, RudjiBadil, Gunawan Setiadi,
Bpb Hutabarat, géh lain-lain.
11
12
13 | Manajer SirRtlasl eng Hali Santoso
14 | Manajer Iklan Lukas Widjaja

2.3.  RUU Keistimewaan DIY

Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) Yogyakarta dirancang
perama kali pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno putri di tahun
2002 .(Tempo, edisi 20-26 Desember 2010) Setelah melalui pembahasan DPR
(Dewan Perwakilan Rakyat) selama lebih 3 bulan, terdapat enam kesepakatan
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keistimewaan, dan satu yang tidak memperoleh kesepakatan, yakni apakah

gubernur dan wakil gubernur dipilih atau ditetapkan.

Selama menunggu pengesahan RUUK - DIY tersebut Sultan sempat
memberikan pernyataan bahwa Sultan akan mundur sebagai gubernur DIY.

Dalam orasi budaya yang berjudul “Mengabdi Untuk Pertiwi”, 7 April 2007,

Sri Sultan Hamengku Buwono X, menegaskan bahwa dirinya tidak bersedia
dicalonkan kembali menjadi Gubernur Yogyakarta. Beliau juga menitipkan

masyarakat Yogyakarta kepada angL I terpilih pasca 2008. Pernyataan Sri

Jauh-jauh harjge ki hun 1945, di Yogyakarta
sudah ada 2 negaj 2l d Ul v i\ Agari arta Hadiningrat yang
saat itu diperingp s 4 ,. dan Kadipaten Paku

Sebagai penjajah b ;tmgm m&arik sim ralgyat, maka Jepang melalui

[ ARAWS.

Setelah Jepang kalah dari Sekutu, Sultan yang berpendidikan Belanda sama

Penguasa Militer DaMgNi ngkat Sultan HB X sebagai

penguasa tunggal di Y e

sekali tidak mendukung Belanda yang ingin kembali menjajah bumi pertiwi.
Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII, malah mendukung RI yang baru saja
berdiri.

Tanggal 5 September 1945, Sultan HB IX dan Sri Paku alam VIII
mengeluarkan ‘Amanat’ yang merupakan maklumat politik yang ditujukan
kepada segenap rakyat Yogyakarta dan dikirimkan kepada Presiden Sukarno,

yang berupa penegasan bahwa Yogyakarta adalah bagian dari Negara Kesatuan
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Republik Indonesia (NKRI). Ya, 2 negara yang telah lama berdaulat itu
menggabungkan diri dengan negara yang baru saja terbentuk, yang masih sangat
labil dalam segala aspek, baik politik, keamanan, sosial dan ekonomi. Ini adalah
sebuah langkah yang sangat berani mengingat wilayah RI saat itu masih sangat
terbatas, yakni sebagian Sumatra, Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Lalu saat situasi gawat sebagai akibat Perjanjian Linggarjati antara RI dan
Belanda, Sultan HB IX memberi tempat perlindungan kepada para pemimpin RI
dan memberikan wilayah Yogyakarta sebagai Ibukota Perjuangan RI.

Saat peristiwa Serangan 949, Sultan HB 1X memiliki andil
yang sangat besar tempat persembunyian para
pejuang RI, dan Bel ara Belanda dengan tank-
tank yang menga Sultan HB 1X keluar

tentara-tentara ifd L Avo ; Inenginjakkan kaki ke

Karena 5 Agustus 1950,
Pemerintah Rig memb8 Jyakarta dan Aceh
Sumbangsih Sitan HE , termasuk di dunia
pendidikan. Targh yangRiQ 5\ 7 agipus Ungersitas Gadjah Mada

(UGM) adalah tan&g kesultart® i Oniversitgff Widya Mataram.

Meski seorang

Sebenarnya hal ini sugilamulai terlihat saat beligill dinobatkan menjadi Sultan,
yakni dalam pidato yang berjudul Tahta Untuk Rakyat. Hal ini menunjukkan

komitmennya terhadap rakyat, bahkan hal itu tercermin dalam kesehariannya.

Dalam sebuah buku, kalau tak salah judulnya Tahta Untuk Rakyat
Atmakusumah (penyuting)(2011). “Takhta untuk Rakyat, Celah-celah Kehidupan
Sultan Hamengkubuwono IX”, cet, keempat (edisi revisi),sebuah buku tentang
biografi Sultan HB 1X, terkuak sebuah cerita betapa dekatnya ia dengan rakyat.
Pernah suatu ketika Sultan dalam perjalanan dengan kendaraannya. Beliau

membantu seorang ibu pedagang pasar dan mengantarkannya sampai ke pasar
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Kranggan. Ibu bakul pasar yang tak tahu siapa yang mengantarkannya itu, malah
menyuruh-nyuruh Sultan untuk mengangkat-angkat barang seperti kuli, dan
Sultan pun menurutinya. Setelah Sultan pergi, ada yang memberi tahu pada si ibu
bakul pasar tadi bahwa yang telah mengantar dan mengangkut barang-barangnya

itu tak lain adalah Ngarsa Dalem, si ibu itu konon, langsung pingsan...

Lalu saat menjabat sebagai Menteri, Sultan HB IX sering kali bolak-balik
Yogyakarta - Jakarta dengan menyetir mobilnya sendiri. Selama dalam perjalanan
itulah, mobil Sultan sering distop orang yang mencari tumpangan karena memang

Pengabdian Su Sultan HB X. Saat demo
besar-besaran me asi di tahun 1998, ada
kerusuhan di m a@ latif kondusif karena
sosok Sultan koh dalam deklarasi
Cianjur

Tahun 2008 saat CUlER SedX ead <raater tidak lagi bersedia
menjadi Gubergur DI o ; 3 3 i rakyat di halaman

gedung DPRD @ ) ey gultan HB X sebagai
ibuan ral dari berb@fai penjuru DIY juga

melakukan pisowana eﬁogd@%)on png datang dan berkumpul
di alun-alun utara untuR berdlal

Adalah kehendak rakyat Yogyakarta agar tetap dipimpin Sultan. Adalah
kehendak rakyat Yogyakarta agar segala sesuatu yang membuat Yogyakarta
istimewa tetap dipertahankan, selain faktor sejarah. Adalah kehendak rakyat jika
monarki itu tetap ada. Hal itu tak lain karena monarki yang ada di Yogyakarta
adalah bukan monarki absolut yang sama sekali tidak melibatkan rakyat. Monarki

di Yogyakarta adalah monarki terbatas. Monarki kultural.

Bukti bahwa Yogyakarta tidak menerapkan sistem monarki absolut tapi

justru menerapkan sistem demokrasi adalah adanya pilkada di 4 Kabupaten dan 1
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Kota. Ada DPRD. Juga adanya pilihan lurah di tingkat desa, yang pelaksanaannya
pun secara esensial sama dengan pemilu atau pilkada. Selain itu, di saat-saat yang
dianggap urgen, ada pisowanan agung di mana rakyat berdialog dan menyatakan
kehendaknya kepada Sultan.... Nah, apakah ini bukan demokrasi?

Dengan demikian, haruskah keistimewaan Yogyakarta diutak-atik atau
bahkan dihapus? Haruskah mengabaikan keinginan rakyat Yogyakarta itu sendiri?
Padahal keistimewaan Yogyakarta sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar
1945.

Dalam pasal 18B UUD 14 MyDahwa : "negara untuk mengakui
dan menghormati satua m(ws aag bersifat khusus atau bersifat
istimewa yang diatur ng\mda c

Dalam RU Ak dibicarakan pertama
berkaitan denga .,w gubernur utama dan
wakilnya, ketig keempat berkaitan
dengan perta ROUK - DIY tersebut
terdapat ketidfgkkonsi rah Y@gyakarta. Rumusan
keistimewaan dglam pgsX kan sgjarah Yogyakarta dan
Asal-usul Yog Isu kgisialnya bahwa yang
dimaksud dengan ghargaagfdan penghormatan dari
negara atas pernyatad %n Padkualam ke dalam Republik
Indonesia. Padahal sej@rah Kasultanan Ngayogyakarta

Hadiningrat berdiri sejak 1 oleh Pangeran Mangkubumi yang
kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri
sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku
Buwono 11 ) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I. Baik Kasultanan maupun
Pakualaman, diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai Kerajaan dengan

hak mengatur rumah tangga sendiri.

Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak politik
Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik
Pakualaman dalam Staatsblaad 1941 No. 577. Dari pemotongan konsep sejarah
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inilah yang memicu adanya perdebatan keistimewaan antara demokrasi dan
monarki. Jika kita menganut paham Demokrasi dan Kebinekaan, maka jika rakyat

Yogyakarta memilih bentuk monarki ya sah-sah saja.

Sedangkan di lain hal, rujukan konstitusi yaitu pasal 18 dan pasal 182 dan
pasal 18 B UUD 1945. Ketentuan inilah yang bisa menjadi pijakan, RUU yang
istimewa, terutama pasal 18 b ayat 1, melihat satuan pemerintah bisa pada
strukturnya, bisa juga administrasinya konsekuensinya, RUU ini menurut saya

tujuan utamanya pengisian gubernur dan wakil gubernur menjadi dipaksakan

Xpraja/hekas SwaPraja didagkan da Peraturan Pemerintah
ayla

No. 224 Tahun 1961 tdgta E(;Msﬂa“' h&

Kerugian. Fakta ini da®
kontra, disebabkan karena adanya anggapan dari berbagai pihak yang menyatakan
bahwa PP No. 224 Tahun 1961 itu tidak bisa dijadikan dasar, dan oleh karenanya

tanah-tanah Swapraja/bekas Swapraja itu tetap tidak jelas statusnya.

anah dan Pemberian Ganti

adapan dengan masalah pro dan

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika politik seputar Provinsi
Yogyakarta menjadi perbincangan publik yang cukup panas di pentas nasional.
Terkait RUU Keistimewaan DIY, pemerintah sedang merancang persiapan
pemilihan Gubernur secara demokratis seperti daerah lain. Padahal selama ini
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melekat pada diri Sri Sultan dan Paku Alam.
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Itu menjadi kontroversi karena usulan pemerintah tidak sejalan dengan
Keistimewaan DIY yang dijamin Konstitusi dan warisan sejarah yang perlu dijaga

bersama.

RUU Keistimewaan DIY yang dibahas DPR bersama pemerintah harus
merumuskan dan memberikan legalitas terhadap praktek penyelenggaraan
pemerintahan yang terbukti efektif, masyarakat merasa terayomi, tenteram, dan
tidak pernah ada gejolak sosial. Lantas, mengapa SBY mengutak-atik warisan
sejarah Keistimewaan Yogyakarta? Apakah Presiden SBY tidak pernah membaca

Itu sebabnya, ' SifC PR baru-baru ini menilai

RUUK Yogyakariff j Ak L gernur utama dan wakil

gubernur utama g€ % agar dihapuskan. Karena
konsep itu berp telan _ n keistimewaan jika
tetap ada pe Iihﬂ i asana pembahasan

RUUK YogyaHs am Ra \_ ool misi IIIDPR dengan Menteri
Dalam Negeri, ul 1 d 3 ak Asasi Manusia,
Patrialis Akbar.

Mengenai m8kanisme penetapandl Harun Al Rasyid dari
Fraksi Partai Gerind®g, sel Eﬂjlﬁw %pan angsung Sri Sultan HB X
dan Sri Pakualam IX $bagal utid ubernur tidak menimbulkan

Kompas, 24/5/11).

gejolak tidak periu ada mekanis

Sebagian besar fraksi menginginkan Sultan dan Paku Alam langsung
ditetapkan sebagai Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY. Dan mayoritas fraksi
meminta konsep gubernur utama dan wakil gubernur utama dihapuskan. Karena
dinilai sebagai penyimpangan konstitusi dan tidak diatur dalam UUD 1945.
Sehingga, mayoritas fraksi, kecuali Fraksi Demokrat, meminta agar pemerintah
menghapus nomenklatur gubernur utama dan wakil gubernur utama beserta norma
terkait yang ada dalam RUUK DIY. Fraksi-fraksi yang menolak nomenklatur
gubernur utama dan wakil gubernur utama adalah Fraksi PDI-P, Fraksi Partai
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Golkar, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Fraksi Partai Amanat Nasional
(FPAN), Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP), Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa (FPKB), Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura.

2.3.1. Warisan Sejarah

Siapa pun yang membaca sejarah pasti paham, bergabungnya Kasultanan
Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman ke dalam NKRI merupakan fakta sejarah

yang tak dapat dipungkiri. Pemerinjg#g Kasultanan dan Pakualaman Yogyakarta

justru lebih dahulu ada dage#e amy, kemerdekaan NKRI. Kasultanan

pemerintah Kasultg ntalan NKRI ketika dalam
pengasingan. Sepg tA il Yo waclkan istana kepresidenan
yang kini mili L Dai b3 ' ida, tanahnya adalah

para pegawai

6 juta golden B

Sehingga, gubernur yang terpilih akan kerepotan karena tidak dianggap
pemimpin. Sebab, pemimpin yang sebenarnya adalah Sri Sultan dan Paku Alam
bagi warga Yogyakarta.

Menyikapi hal itu, pemerintah pusat sebenarnya tidak usah repot membuat
RUUK Yogyakarta yang mengundang kontroversi. Dengan keistimewaan yang
selama ini berjalan, Sri Sultan secara otomatis ditetapkan dan dikukuhkan menjadi
gubernur sudah sesuai konstitusi. UUD 1945 Pasal 18A dan 18B menjamin hal
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itu. Apalagi banyak partai menyarankan agar gubernur Yogyakarta melalui
penetapan karena di situlah keistimewaannya.

Begitu pula, Dewan Perwakilan Daerah RI juga mengusulkan draf RUUK
DIY ke DPR RI sebagai bahan pertimbangan. Usulan tentang keistimewaan DIY
itu diajukan pada 26 Oktober 2010. Intinya, bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono
sebagai kepala daerah dan Sri Paduka Paku Alam sebagai wakil kepala daerah
melalui penetapan. Itulah prinsip keistimewaan provinsi Yogyakarta. DPD
mengusulkan itu dengan pertimbangan aspek historis dan jasa rakyat Yogyakarta

dalam komitmennya terhadap

Jika Sri Sultan sejgf pemimpin sudah terpisah, itu
artinya menghilangk h berakar di masyarakat.
Kebijakan politik n subtansi demokrasi.
Bahkan mencah Jari, oleh, dan untuk
rakyat. Dwi T politik yang sudah
baku dan mera ahan RI merdeka

Rakyat CRY tidaR praktek demokrasi
prosedural. Selfgb, dergB Alstik pfosedural dari bentuk
luarnya, melain akni, agbek historis dan tradisi
lokal masyarakat §i mana ™ emerintah pusat harus

sebenarnya.

Pembentukan DIY bukan hanya masalah hukum dan UU. la adalah
keputusan bersejarah yang jelas rasionalnya dalam perjalanan sejarah. Kalaupun
pembentukan itu hendak dijadikan masalah UU, sebagai produk buatan manusia,
ia harus dibuat bersendikan tidak hanya akal, tetapi juga akal budi dan kearifan.
Hanya orang yang berbudi yang dapat menghargai budi luhur orang lain. Presiden
SBY, Wapres Boediono, Mendagri Gamawan Fauzi dan Menkumham Patrialis
Akbar harus faham itu.
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Tabel 2.5.

Sejumlah Usulan Kepemimpinan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Versi DPRD Provinsi
DIY (Keputusan Nomor.
18/K/DPRD/2003)

Versi Jur. lImu
Pemerintahan UGM
(Draf 10 Juni 2007)

Versi Pemerintah Pusat
(Draf Juni 2008 dari
legalitas.org)

Gubernur dan wakil
Gubernur adalah Sultan dan
Adipati Paku Alam

Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta terdiri
atas pengageng, pemerintah
daerah provinsi, dan DPRD
Provinsi.

Pemerintah Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta terdiri atas
parardhya, pemerintah daerah
provinsi, dan DPRD Provinsi.

Gubernur dan Wakil
Gubernur diangkat oleh
Presiden Republik Indonesia

Paradhya adalah Sultan
Hamnegku Buwono dari
kasultaman Ngayogyokaqrto
Hadiningrat dan Adipati Paku
Alam dari Kadipaten

. ualaman yang bertakhta
$C0
$

pelifding
gdaya, sertafpengayom
e

Fuaradh

Keraton Yogyakarta dan P
Pakualaman adalah lembaga
yang berfungsi menjaga dan
melestarikan nilai-nilai adat
budaya dan pemersatu
masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta

wakil gubernur secara
langsung

Pemilihan gubernur dan
wakil gubernur dilaksanakan
sesuai dengan tata cara
sebagaimana ditentukan
dalam peraturan perundang-
undangan.

™ Pemilihan gubernur dan wakil

gubernur dilaksanakan sesuai
dengan tata cara sebagaimana
ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan
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